
 
 

BUPATI SIDOARJO 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR  32  TAHUN 2008 
 

TENTANG   
 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 
11 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME BESERTA PERUBAHANNYA 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIDOARJO, 
 

Menimbang  :   a.  bahwa sehubungan dengan adanya perubahan terhadap Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame melalui 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, maka berimplikasi pada 
Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2002 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 
2001 tentang Pajak Reklame;  

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 
2001 tentang Pajak Reklame beserta perubahannya ;  

Mengingat :       1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten I Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 
juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ( 
Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2730 ) ;  

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;  

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3684) ;  

 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan  
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;  

 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3686) ;  
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6.  Undang - Undang Nom or 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;  

 7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  

 8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;  

 9.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;  

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 
4575) ;  

 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;  

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah  
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;  

 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang 
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 
Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 4 Seri 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5) ;  

 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);  

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;  

 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang 
Kritetia Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan 
Tata Cara Pembukuan;  

 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang  Tata 
Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis 
dan Bentuk Produk Hukum Oaerah ;  

 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;  
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SJDOARJO TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SJDOARJO 
NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME BESERTA 

PERU BAHAN NY A.  
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  
1.   Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 

 2.  Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 
 3.  Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Reklame. 
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak 

daerah adalah Satuan  Kerja yang bertugas mengelola pajak daerah 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.  

 5.  Pejabat Pengelola Pajak Daerah adalah Pegawai di lingkungan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak 
daerah yang diberi wewenang dan tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang­ undangan 
yang berlaku.  

 6.  Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 7.  Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR 

adalah bagian dari dasar pengenaan pajak reklame. 
 8.  Nilai Strategis Titik Reklame yang selanjutnya disebut NSTR adalah 

ukuran nilai yang  ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame. 
 9.  Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar 

perhitungan  penetapan besarnya Pajak Reklame. 
 10. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperoleh data dan  atau informasi serta penatausahaan yang 
dilakukan oleh Petugas Pajak dengan cara penyampaian SPTPD 
kepada Wajib Pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.  

 11. Pengukuhan adalah penetapan Wajib Pajak yang mendaftarkan 
usahanya dalam jangka waktu tertentu kepada Bupati atau Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah untuk 
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).  

 12. Subyek Pajak reklame adalah orang pribadi atau badan badan 
hukum yang menyelenggarakan reklame atau melakukan 
pemesanan reklame.  

 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan reklame. 

 14. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan 
pengaturan yang meliputi  perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, 
pengendalian dan pengawasan serta penertiban reklame dalam 
rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.  

 15. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame produk dan/atau 
perusahaan jasa periklanan atau biro reklame.  

 16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD 
adalah Nomor Pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap 
Wajib Pajak.  

 17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD 
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.  
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 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang.  

 19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah 
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda.  

 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar yang selanjutnya 
disebut SKPDKB  adalah surat keputusan yang menentukan 
besarnya jumlah pajak yang terutang , jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi 
dan jumlah yang masih harus dibayar.  

 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 
selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat keputusan yang 
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.  

 22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah 
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah 
atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.  

 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut 
SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak 
yang terutang atau tidak seharusnya terutang .  

 
 

BAB II 
DASAR PENGENAAN PAJAK 

 
Pasal 2 

 

 (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. 
 (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dihitung 

dengan  memperhatikan sebagai berikut : 
a. Lokasi penempatan ; 
b. Jenis; 
c. Jangka waktu penyelenggaraan ; 
d. Ukuran media reklame.  

(3) Besar pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 
dengan dasar pengenaan pajak.  

(4) Tarif pajak sebagaimana di maksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 
25% (dua puluh  Lima persen). 

 (5) Nilai sewa reklame untuk penyelenggaraan reklame dalam ruangan 
(indoor) dihitung  dan ditetapkan 50 % dari nilai sewa reklame.  

 
Pasal 3 

 

 (1) Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan NJOPR ditambah NSTR. 
 (2) Dasar dan Rumusan perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana 

dimaksud dalam  Pasal 2 ayat (2) tertuang dalam lampiran yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.  

 
Pasal 4 

 

Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 
a adalah lokasi peletakan reklame yang diri.nci menu rut ruas jalan 
sebagai berikut :  
a. Protokol A meliputi : 

- Jl. Pahlawan 
- Jl Sawotratap - Juanda  Bandara Juanda baru 
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-  Jl Poros Waru - Porong  
-  Jl. Waru- Taman 
-  Jl. Taman- Kramat Temenggungan 
-  By Pass Krian 
-  Kawasan Gor Sidoarjo 
-  Kawasan Terminal Bungurasih  
-  Kawasan Jalan Tol 
-  Jl. Taman - Sepanjang  
-  Mlirip - Krian (Miirip By Pass Krian) 
-  Krian- Taman 
-  Layang Waru 
-  Layang Sidoarjo 
-  Jl. Thamrin 
-  Jl. Diponegoro  
-  Jl.Sunandar P. Sudarmo 
-  Jl. Gatot Subroto  
-  Jl. Lingkar Timur 
-  Jl. Lingkar Barat  

b. Protokol 8 meliputi 
-  Jl. Raya Jati, Sidoarjo- Krian  
-  Jl. Krian - Prambon 

 c. Protokol C  
-  Jl. Kabupaten Kecamatan Sidoarjo 
- Jl.Kabupaten Kecamatan Taman 
- Jl.Kabupaten Kecamatan Krian  
- Jl.Kabupaten Kecamatan Waru 

 d. Ekonomi Kelas I  
- Jl.Kabupaten Porong - Prambon 
- Jl.Pores Taman- Sukodono- Sidoarjo  

 e. Ekonomi Kelas II 
- Jl. Kabupaten Tanggulangin- Tulangan  
- Jl. Kabupaten Tanggulangin- Wonoayu 

f. Ekonomi Kelas Ill  
 - Jl. Kabupaten Lainnya · 

 g. Lingkungan  
- Jl. Desa dan Jalan Lingkungan  

 
 

BAB  Ill 
PENGUKUHAN WAJIB PAJAK 

 
Pasal 5 

 
Setiap penyelenggara reklame wajib mendaftarkan sebagai Wajib Pajak 
kepada Bupati  melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
mengelola pajak daerah, selambat­ lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
sebelum dimulainya kegiatan usahanya, untuk dikukuhkan sebagai Wajib 
Pajak dengan Keputusan Bupati.  

 
Pasal 6 

 
(1) Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam  Pasal 5 bukan merupakan dasar dimulainya saat 
terutang Pajak. 

(2)  Keputusan Bupati tentang Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5  merupakan sarana administrasi dan pengawasan bagi 
Petugas Pajak.  
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Pasal 7 
 

Apabila Pengusaha reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak 
mendaftarkan sebagai Wajib Pajak dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan, Bupati menetapkan Pengusaha reklame sebagai Wajib Pajak 
secara jabatan .  

 
Pasal 8 

 

Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
sekaligus sebagai bentuk Pengukuhan dan sebagai dasar pemberian 
NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang.  

 
BABIV 

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

 
Pasal 9 

 
(1)  Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan 

pendataan  terhadap Wajib Pajak baik yang berdomisili di dalam 
maupun di luar wilayah daerah, yang memiliki obyek pajak di wilayah 
daerah yang bersangkutan.  

 (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, 
berupa formulir pendaftaran dan pendataan serta diberikan kepada 
Wajib Pajak.  

 (3) Setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim atau 
diserahkan kepada Wajib Pajak, Wajib Pajak mengisi formulir 
pendaftaran dan pendataan dengan jelas, lengkap dan benar, serta 
mengembalikan kepada petugas pajak.  

 (4) Petugas Pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang 
dikembalikan Oleh Wajib Pajak dalam Daftar lnduk Wajib Pajak 
berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai NPWPD.  

 
Pasal 10 

 
 (1)  Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap awal tahun pajak atau 

masa pajak  wajib mengisi SPTPD. 
 (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan 

jelas, lengkap dan  benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
kuasanya dan disampaikan kepada  Bupati melalui SKPD yang 
mengelola pajak daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan.  

 (3)  Seluruh data perpajakan yang diperoleh dari daftar isian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam 
berkas atau kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan 
dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pajak 
terutang .  

 
BABV 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

 
Pasal 11 

 
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), 

Bupati  menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 
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 (2)  Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tidak atau 
kurang dibayar setelah  lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan  menerbitkan 

STPD.  
Pasal 12 

 
 (1)  Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10  ayat (1) digunakan untuk menghitung, 
memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.  

 (2)  Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, 
Bupati dapat menerbitkan :  
a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT.  

  (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan : 
 a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak 

yang terutang  tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk  
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak ;  

 b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang 
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak ;  

 c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok 
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak.  

 (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan 
apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap 
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan 
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;  

 (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan 
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau tidak 
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, 
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.  

 
BABVI 

MASA PAJAK 

 
Pasal 13 

 
 (1)  Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan 

jangka waktu  Penyelenggaraan reklame. 
 (2) Penetapan masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan jenis  reklame sebagai berikut : 
a. Masa pajak untuk Reklame Tetap jangka waktu satu (1) tahun 

adalah megatron,  Videotron (dinamics board, video wall), 
billboard/papan (neon sign, neon box), reklame berjalan/kendaraan, 
reklame suara ;  
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 b. Masa pajak untuk Reklame lnsidentil jangka waktu satu (1) bulan 
adalah reklame melekat (template, poster dan stiker), udara/balon, 
film/slide dan reklame peragaan, baliho dan kain/spanduklumbul-
umbul/banner ;  

c. Masa pajak untuk satu (1) kali penyelenggaraan adalah 
selebaran/brosur/leafleatl reklame suara tidak ·permanen dan 
reklame peragaan tidak permanen.  

 
BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 
Pasal 14 

 
 (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 

ditunjuk oleh Bupati  sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 

 (2)  Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil 
penerimaan  pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 
X 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Bupati.  

  (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan dengan menggunakan SSPD.  

 
Pasal 15 

 
 (1)  Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.  
 (2) Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah dapat memberikan 

persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang 
dalam kurun waktu tertentu , setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan.  

 (3)  Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang 
belum atau kurang dibayar.  

 (4) Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah dapat memberikan 
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak 
sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan 
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.  

 
Pasal 16 

 
 (1) Pembayaran pajak secara angsuran dan/atau penundaan dapat 

dilakukan dengan  mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati. 
 (2)  Permohonan angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud 

pad a ayat (1)  dilampiri copy SKPD serta alasan angsuran dan/atau 
penundaan pembayaran. 

 (3)  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah 
mengadakan  penelitian terhadap Wajib Pajak untuk dijadikan bahan 
pertimbangan dalam pemberian persetujuan/penolakan angsuran 
dan/atau penundaan kepada Wajib Pajak.  

 (4) Jangka waktu angsuran diberikan paling banyak 4 (empat) kali 
angsuran yang dibayar secara teratur setiap bulan dalam waktu 1 
(satu) tahun takwim.  

 (5) Jangka waktu penundaan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 
(dua) bulan dari  berakhirnya nasa pajak dalam 1 (satu) tahun takwim.  
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Pasal 17 
 

 (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku 
penerimaan.  

 (2) Bentuk, jenis, isi , ukuran buku penerimaan dan tanda bukti 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 
pad a ketentuan peraturan perundang­ undangan yang berlaku.  

 
BAB VIII 

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 

 
Pasal 18 · 

 
 (1)  SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, dicatat dalam buku 

menurut jenis  pajak sesuai dengan NPWPD. 
 (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara 

berurutan .  
 

Pasal 19 
 
 (1)  Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku 

jenis pajak.  
 (2) Atas dasar buku jenis pajak sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 

dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.  
  (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi 
penerimaan dan tunggakan perjenis pajak sesuai masa pajak.  

 
BABIX 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

 
Pasal 20 

 

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.  

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau  
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang terutang.  

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat 
Pengelola Pajak Daerah.  

 
Pasal 21 

 
 (1)  Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam 

jangka waktu  sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus 
dibayar ditagih dengan surat paksa.  

 (2) Pejabat Pengelola Pajak Daerah menerbitkan surat paksa segera 
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau 
surat peringatan atau surat yang  sejenis.  
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Pasal 22 
 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 
X 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan 
surat paksa, Pejabat Pengelola Pajak Daerah segera menerbitkan 
surat perintah melaksanakan penyitaan.  

 
Pasal 23 

 
Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat 
perintah melaksanakan  penyitaan Wajib Pajak belum juga melunasi 
utang pajaknya, Pejabat Pengelola Pajak Daerah pengajukan 
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang 

Negara.  
 

Pasal 24 
 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari , tanggal , jam dan 
tempat pelaksanaan  lelang, juru sita memberitahukan dengan segera 
secara tertulis kepada Wajib Pajak.  

 
Pasal 25 

 

 (1) Pejabat Pengelola Pajak Daerah dapat menetapkan jadwal waktu 
tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu 
yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dengan memperhatikan situasi 
dan kondisi yang ada.  

 (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih 
harus dibayar dilakukan oleh Pejabat Pengelola Pajak Daerah 
dengan mengeluarkan Surat Perintah  Penagihan Pajak Seketika 
dan Sekaligus.  

  (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak 
Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, 
Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan 
tanggal dan tempat pelelengan, tanpa memperhatikan tenggang 
waktu yang telah ditetapkan.  

 
Pasal 26 

 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk 
pelaksanaan penagihan pajak daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 
 

BABX 
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

 
Pasal  27 

 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan  

pembebasan pajak secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah dengan 
melampirkan copy KTP, SKPD disertai bukti dan alasan yang jelas.  
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 (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola pajak daerah 
mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan 
pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan pemberian pengurangan, 
keringanan dan pembebasan pajak.  

 (3)  Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan tersebut tidak menunda 
kewajiban pembayaran pajak,  

 
BABXI 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN 

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 
 

Pasal 28 
 
 (1)  Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :  

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruhan 
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;  

 b.  Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ; 
 c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda 

dan  kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 

kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.  
(2)  Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 

atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB SKPDKBT dan STPD 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib  
Pajak kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah selambat-lambatnya 
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD 
dengan memberikan alasan yang jelas.  

 (3) Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus  
memberikan keputusan. 

 (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  
Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah tidak memberikan keputusan, 
Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 
atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan .  

 
 

BAB XII 
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING 

 
Pasal 29 

 
 (1)  Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat  

Pengelola Pajak Daerah atas sesuatu : 
a. SKPD; 
b. SKPDKB; 
c. SKPDKBT; 
d. SKPDLB ;  

 (2)  Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus disampaikan 
Secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal 
pemotongan /pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.  

 (3) Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.  
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 (4)  Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (3) Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah tidak memberikan keputusan,  
permohonan keberatan dianggap dikabulkan. 

 (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 
kewajiban  membayar pajak.  

 
Pasal 30 

 
 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan  

Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang 

ditetapkan oleh Bupati melalui Pejabat Pengelola Pajak Daerah.  
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam 

bahasa indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak keputusan diterima, dilampiri salinan surat keputusan tersebut.  

 (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.  

 
Pasal  31 

 
Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau banding  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikabulkan bagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.  
 

BABXIII 
' 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

 
Pasal 32 

 
 (1)  Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran  

pajak kepada Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah. 
 (2) Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 

(dua  belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan 
keputusan .  

 (3)  Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau  
Pejabat Pengelola Pajak Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan  
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB 
harus Diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.  

 (4)  Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung di perhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.  

 (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).  

 (6)  Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat Pengelola Pajak 
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.  

 
Pasal 33 

 
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya,  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan 
cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran.  
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BABXIV 
PEMERIKSAAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Tujuan Pemeriksaan 

 
Pasal 34 

 
Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib 
Pajak dan  pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
Daerah.  

 
Bagian Kedua 

Bentuk Pemeriksaan 

 
Pasal 35 

 
(1)   Bentuk pemeriksaan terdiri dari :  

a. Pemeriksaan lengkap ; 
b. Pemeriksaan sederhana.  

 (2)  Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
ditempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya 
yang lazim dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim 
digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.  

(3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 
dilakukan: 
a. Dilapangan terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan /atau tahun-tahun  

sebelumnya yang · dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan 
dengan bobot dan kedalaman yang sederhana ;  

 b. Di kantor terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan yang dilakukan dengan 
menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang 
sederhana.  

 
Bagian Ketiga 

Tata Cara Pemeriksaan 

 
Pasal 36 

 
(1)  Pemeriksaan Lapangan, dilakukan dengan cara :  

 a. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti   
pelunasan kewajiban perpajakan daerah ;  

 b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk 
keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data 
lainnya ;  

 c. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk 
keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data 
lainnya, dengan memberikan tanda terima ;  

 d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa ; 
 e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan  

dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan 

usaha Wajib Pajak dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta 

melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut ;  
 f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila 

Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk 
memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat 
pemeriksaan ;  

 g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang 
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.  
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 (2)   Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara : 
a. Memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tandapelunasan pajak, buku-

buku  catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari 
media computer dan perangkat elektronik pengelola data lainnya ;  

 b. Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk 
keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data 
lainnya dengan memeberikan tanda terima ;  

 c. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk 
keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data 
lainnya ;  

 d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; 
 e. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.  
 

Pasal 37 
 

(1)  Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil 
atau  kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang 
ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak 
sesuai batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk 
dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.  

 (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan 
ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang 
diperlukan.  

 (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Wajib Pajak atau wakil atau 
kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan 
terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 
mewakili Wajib Pajak Guna membantu kelancaran pemeriksaan.  

 (4) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan ijin untuk 
memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi 
bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, 
Wajib Pajak atau  Wakil atau Kuasanya harus menandatangani· surat 
pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.  

 (5)  Apabila Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana  
dimaksud pada ayat (3) menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, 
yang bersangkutan harus menanda tangani surat pernyataan penolakan 
membantu kelancaran pemeriksaan.  

 (6)  Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) atau ayat (5), pemeriksa membuat berita acara penolakan 
pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pemeriksa.  

 (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan 
membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan 
dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan 
penyidikan .  

 
Pasal 38 

 

 (1) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar 
penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan 
ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDKB, 
SKPDKBT dan  STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan 
SPPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang 
bersangkutan.  
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Pasal 39 
 
 (1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir 

pemeriksaan  lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.  

 (2)  Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.  

 (3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah 
pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.  

 (4)  Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, SKPD 
dan/atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang 
disampaikan  kepada Wajib Pajak. 

 (5)  Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada  ayat (3) tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan 
penyidikan.  

Pasal 40 
 

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak 
pidana  dibidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa 
membuat laporan pemeriksaan.  

 
BABXV 

KETENTUANPENUTUP 

 
Pasal 41 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Sidoarjo 
Nomor 48 tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2001 tentang Pajak Reklame beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku .  

 
Pasal 42 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini  dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.  

 
 
 
Ditetapkan di S I D 0 A R J 0 
pada tanggal 15 Oktober 2008  
BUPATI SIDOARJO  
 
                  ttd  
 

H. WIN HENDRARSO  
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Diundangkan di S i d o a r j o 
Pada tanggal 15 Oktober 2008  
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SlDOARJO  
 
              Ttd 
 
VINO RUDY MUNTIAWAN, SH 
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 090 186  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 32 TAHUN 2008  
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR : 32  Tahun 2008 

TANGGAL : 15 ahun 2008 

     REKLAME TETAP  
 

 

 

N

O 

 
 
 
 
JENIS REKLAME 

 
 
 
 
MASA PAJAK 

 

 
NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME 

NILAI STRATEGIS 

LUAS / M2 KETINGGIAN / M2 LOKASI SUDUT PANDANG KETINGGIAN 

<3M 3MS/D6M >6M <3M <3M BOBOT 60% SKOR BOBOT 15% SKOR BOBOT 25% SKOR 
Rp Rp Rp Rp Rp 

1 

 

 

 

 

 

 

3 

Megatron 
Videotron 
Led 
 
Billboard 
a.Tiang dengan penerangan 
b. Tiang tanpa penerangan 
c. Tempel dengan penerangan 
d. Tempel tanpa penerangan 
 

 Belanja 

Per tahun 
Per tahun 
Per tahun 

 

 

Per tahun 

Per tahun 

Per tahun 

Per tahun 

 

Per tahun 

1,600,000 

 

 

 

 

2,400,000 

160,000 
120,000 

80,000 
 

80,000 

2,400,000 

 

 

 

 

560,000 
320,000 

2,400,000 

120,000 
 

80,000 

.3.200.000 
 

 

 

 

800,000 
560,000 
320.000 
160,000 

 
80,000 

80,000 

 

 

 

 

80,000 

80,000 

80,000 

80,000 

 

80,000 

160,000 
 
 
 
 
 
160,000 
160,000 
160,000 
160,000 
160,000 
 
160,000 

 

Protokol A 
Protokol B 
Protokol C 
Ekonom I 

Ekonom II 

Ekonom II 

Lingkungan  

12 
10 

8 

6 

4 

2 

1 

> 4 arah 
4 arah 
3 arah 
2 arah 
1 arah 

 

12 

10 

8 

6 

4 

>15m 
10 s/d14,99 m 
6 s/d 9,99 m 
3 s/d 5,99 m 
<3m 

 

10 

8 

6 

4 

2 

 

Catatan 
Luas reklame > 30 m2  
Luas reklame > 25 m2        –  29,99 M2 
Luas reklame > 20 m2        –  24,99 M2 
Luas reklame > 15 m2        –  19,99 M2 
Luas reklame > 10 m2        –  14,99 M2 
Luas reklame > 5 m2           –  9,99 M2 
Luas reklame > 2 m2          –  49,99 M2 
Luas reklame > 1 m2           -  19,99 M2 
 
Keterangan : 
1.Sudut pandang dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima,  

persimpangan em pat , jalan dua arah dan j alan satu arah. 
2. Ketinggian dihitung dari permukaan tanah Oalan) sampai gari s tengah reklame 
3. Untuk reklame dalam ruangan (indoor) skor sudut pandang adalah = 2 
4. Untuk jenis reklame berjalan I kendaraan skor lokasi = 1 0 skor sudut pandang = 1 0 dan ketinggian = 0  
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NO 
 

JENIS REKLAME MASA PAJAK  
 

SATUAN 
 

TARIF 
 (Rp.) 

NILAI STRATEGIS LINGKUNGAN 
 PROTOKOL EKONOMI 

A B C I II III 

1 
2 
 

3 
4 
 

5 
6 
7 

 
8 

Baliho 
Kain,Sepanduk,Umbul-umbul,Bener 
Selembaran, Brosur 
Stiker / melekat 
Film / Slidde 

a. a.Dengan suara 
b. b.Tanpa suara 

Udara 
Suara 
Peragaan 

a. a.Permanen 
b. b.Tidak permanen 

per hari  
per hari  
per penyelenggaraan 
per penyelenggaraa 
 
per penyelenggaraan 
per penyelenggaraan 
per penyelenggaraan 
per / Menit 
per hari  
per penyelenggaraan 

Rp./m2 
Rp./m2 
per/lembar 
per/ cm 
 
Rp./10detik 
Rp./10detik 
Rp 
per/menit 
per/hari 
Rp 
 

16,000 
6,400 
320 
60 
 
800 
400 
12,800,000 
1.600,000 
80,000 
80,000 

16,000 
6,400 
 

12,000 
4.800 
 

9,500 
4.000 

6,400 
3,200 

3,200 
1, 600 

1,000 
1,000 

500 
600 

 

RUMUS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME TETAP 
NJOP Reklame  
Luas                       = .. . .. .. .. .. X Rp ................................ = .. . .. .. .. .. X Rp ................................ 
Tinggi                    = .. . .. .. .. .. X Rp ................................ = .. . .. .. .. .. X Rp ................................    =   Rp ................................ 
Nilai Strategis        = 
Lokasi                    = 60%X ...... ....... = ................... .. .. . 
Sudut Pandang     = 15% X ............. = ........ ... ...... .. .... . 
Ketinggian             = 25 % X ........ .. ... = ....................... .  
                                                  Jumlah = .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . X Rp . ........................ . =   Rp ................................ 
                                                                                                                                            =   Rp ................................ 
                                                                                                          Tarif Pajak 25 %          =   Rp ................................ 
                                                                                                          Jabong 15%                =   Rp ................................ 
RUMUS PERHITUNGAN PAJAK REKLAME INSIDENTIL 
Lama Pemasangan      = ................ hrlbln/th  
Pajak                          = P ... .. .. .. X L ......... X ......... bh X .. .. .... . hr X Rp ..................        = Rp . ...................... .. 
                                                                                     Jabong 15%                                      = Rp . ...................... .. 
                                                                                                   Tarif                                       = Rp . ...................... ..                                   

 
 

                                                                                                                                                                                                                    Ditetapkan di S I D O A R J O 
Pada tanggal   15 Oktober 2008 
 BUPATI SIDOARJO   

 
          ttd 
 
H.WIN HENDRARSO 


